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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR   1    TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan Kabupaten Melawi
setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta 
terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi

Pemerintah Kabupaten banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan 
publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik 
agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan 
Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan 
pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Melawi berpedoman pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Selain ketentuan 
tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur juga mengenai pengelolaan Barang Daerah Kabupaten 
Melawi namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi ini 
diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Daerah dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan aset Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pengelolaan Barang 
Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum 
yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1
s/d  18 : Cukup jelas
angka 19 : Rumah Dinas Daerah adalah rumah milik daerah yang terdiri dari 

Rumah Dinas Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk 
ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan 
dengan sifat dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah 
Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan 
dari suatu Dinas ke Dinas yang lain dan hanya disediakan untuk 
ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (Rumah 
Instansi) dan Rumah Daerah Golongan III yaitu rumah milik 
daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai 
negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan 
golongan II. Rumah Daerah golongan III dapat 
dijual/disewabelikan kepada pegawai
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angka 20 : Perencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan 
penyusunan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan 
Barang Daerah  yang diwujudkan dalam bentuk Rencana 
Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD)

angka 21
s/d 44 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf a : Cukup jelas
huruf b : Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 

maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta 
ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah

huruf c : Cukup jelas

Pasal 4 : Barang Pemerintah Pusat adalah barang yang dimiliki dan 
dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan 
perolehan lain yang sah. Apabila ada Barang Milik Negara 
inventarisasinya harus dibuat tersendiri, terpisah dengan 
pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah 
pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai 
kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan 
adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah.

ayat (2) : Sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah 
pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menetapkan 
kebijakan, penggunaan, pengamanan, menyetujui usul 
pemindahtanganan, penghapusan serta pemanfaatan Barang 
Milik Daerah

ayat (3) : Kepala Daerah dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh 
Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan 
pengelolaan Barang Milik Daerah, bertugas dan bertanggung 
jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar 
pengguna 

ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas
ayat (7) : Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi 

tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
ayat (8) : Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi 

tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian 
yang ada di setiap unit kerja.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2007

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
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ayat (2) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut 
jenis dan spesifikasi serta kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan 
Barang Daerah  adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas 
Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi. 
Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai 
jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.

ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

asal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga 
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya 
berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) 
ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan 
penyelesaian kewajiban (perjanjian), hal ini wajib diserahkan 
kepada Bupati
Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga 
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama 
misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun 
Serah Guna (BSG),  Kerjasama Operasi (KSO) 

ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
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Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 27 Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah 
kepada Pihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam 
hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang 
sewa baik sekaligus atau secara berkala

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) : Pinjam Pakai hanya dilaksanakan antara Pemerintah Pusat 
dengan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pinjam pakai 
dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian untuk jangka waktu 
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir Barang Daerah tersebut di-kembalikan kepada 
Pemerintah Daerah

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas
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Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Biaya pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian, biaya tim 
penilai/konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan pada 
APBD

ayat (3) : Biaya persiapan yang tidak dapat dibebankan pada APBD yaitu 
biaya penyusunan MOU/perjanjian, Konsultan Perencana, 
Konsultan Pengawas dan pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi/pembangunan

ayat (4)
s/d ayat 
(7)

: Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas
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ayat (7) : Cukup jelas

ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 41 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Upaya hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah 
terhadap pengamanan barang daerah yang dilakukan dengan 
langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau 
gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan 
melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan 
barang Daerah oleh pihak lain

Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 44 : Pengasuransian Barang Daerah disesuaikan dengan keperluan 
dan kemampuan keuangan Daerah
Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik 
Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap 
kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan 
akan berlangsung lama

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 49 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas
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Pasal 51 ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah 
Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya 
atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah 
memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang 
bersejarah

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan 
dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan 
lainnya yang tidak mengikat

Pasal 52 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 53 : Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang penilai dalam 
memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada 
saat tertentu terhadap Barang Daerah sesuai Standar Penilaian 
yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten
Barang milik Daerah adalah barang milik/dikuasai Pemerintah 
Daerah, yang dinilai adalah Barang Milik/Dikuasai yang 
mempunyai nilai 

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 ayat (1) : Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal 
professional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki 
tenaga ahli di bidang penilaian aset  yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, 
Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI), Gabungan 
Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) 
Penilai internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang 
ditetapkan sebagai Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan 
dengan SK Kepala Daerah 
Tim Internal terdiri dari Pejabat/Staf yang terkait di bidang 
tugasnya. 

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas 

ayat (4) : Cukup jelas 

ayat (5) : Cukup jelas 

Pasal 56 ayat (1) : Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah 
penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan 
kaidah / standar akuntansi barang yang berlaku

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah 
karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair 

Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 58 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas
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ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 59 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 ayat (1) : Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak 
dibutuhkan lagi untuk kepentingan Unit Kerja/Satuan Kerja

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 65 ayat (1) : Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan 
yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah). Dan Kendaraan Dinas Operasional adalah 
kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah dan 
kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan

ayat (2) : Pengertian dapat dijual, bukan diartikan harus bisa tetapi bisa ya 
atau tidak tergantung pada tersediaanya kendaraan pengganti 
sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas 

Pasal 66 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 67 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 68 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 69 ayat (1) : Cukup jelas
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ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 ayat (1) : Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset 
dalam bentuk uang nilai lebih besar dari harga penaksiran, dan 
jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang 
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 74 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 75 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 76 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 77 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 78 : Cukup jelas

Pasal 79 : Cukup jelas

Pasal 80 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 81 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 82 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas
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ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 83 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 84 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 85 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 86 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 87 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 88 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 89 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 90 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 91 : Cukup jelas

Pasal 92 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Kepala Unit Kerja / Satuan Kerja melakukan pengawasan 
terhadap bawahan yang mengelola Barang Daerah dan 
kepanitiaan yang mendukung pengelolaan Barang Daerah sesuai 
mekanisme dan prosedur yang berlaku

Pasal 93 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas
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ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 94 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 95 : Cukup jelas

Pasal 96 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 97 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas 

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 98 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah 
Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum 
dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan 
Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum 
professional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, 
efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan 
melalui Surat Kuasa dari Bupati

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 99 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 100 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 101 : Cukup jelas

Pasal 102 : Cukup jelas

Pasal 103

Pasal 104

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR   1    TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH


I. PENJELASAN UMUM


Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan Kabupaten Melawi setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi 

Pemerintah Kabupaten banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.


Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Melawi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Selain ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur juga mengenai pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Melawi namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan aset Daerah.


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


		Pasal 1

		angka 1 s/d  18

		:

		Cukup jelas



		

		angka 19 

		:

		Rumah Dinas Daerah adalah rumah milik daerah yang terdiri dari Rumah Dinas Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu Dinas ke Dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi) dan Rumah Daerah Golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah Daerah golongan III dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai






		

		angka 20

		:

		Perencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan Barang Daerah  yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD)



		

		angka 21 s/d 44

		:

		Cukup jelas





		Pasal 2

		

		:

		Cukup jelas





		Pasal 3

		huruf a

		:

		Cukup jelas



		

		huruf b

		:

		Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah



		

		huruf c

		:

		Cukup jelas





		Pasal 4

		

		:

		Barang Pemerintah Pusat adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Apabila ada Barang Milik Negara inventarisasinya harus dibuat tersendiri, terpisah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah





		Pasal 5

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		

		Cukup jelas





		Pasal 6

		ayat (1)

		:

		Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah. 



		

		ayat (2)

		:

		Sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menetapkan kebijakan, penggunaan, pengamanan, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan serta pemanfaatan Barang Milik Daerah



		

		ayat (3)

		:

		Kepala Daerah dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna 



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (7)

		:

		Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.



		

		ayat (8)

		:

		Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap unit kerja.





		Pasal 7

		

		:

		Cukup jelas





		Pasal 8

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 9

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah  adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi. Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 10

		

		:

		Cukup jelas



		Pasal 11

		

		:

		Cukup jelas



		Pasal 12

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 13

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 14

		

		:

		Cukup jelas





		asal 15

		

		:

		Cukup jelas





		Pasal 16

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 17

		ayat (1)

		:

		Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (perjanjian), hal ini wajib diserahkan kepada Bupati

Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG),  Kerjasama Operasi (KSO) 



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 18

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 19

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 20

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 21

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 22

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas





		Pasal 23

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 24

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas 



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 25

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 26

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 27

		Huruf a

		:

		Cukup jelas



		

		Huruf b

		:

		Cukup jelas



		

		Huruf c

		:

		Cukup jelas



		

		Huruf d

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 28

		ayat (1)

		:

		Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada Pihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (7)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (8)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 29

		ayat (1)

		:

		Pinjam Pakai hanya dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir Barang Daerah tersebut di-kembalikan kepada Pemerintah Daerah



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (7)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 30

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 31

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 32

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Biaya pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian, biaya tim penilai/konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan pada APBD



		

		ayat (3)

		:

		Biaya persiapan yang tidak dapat dibebankan pada APBD yaitu biaya penyusunan MOU/perjanjian, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pembangunan



		

		ayat (4) s/d ayat (7)

		:

		Cukup jelas



		

		 

		

		



		

		

		

		



		Pasal 33

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 34

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 35

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (7)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (8)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 36

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 37

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 38

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 39

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (6)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (7)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (8)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 40

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		Pasal 41

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Upaya hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengamanan barang daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan barang Daerah oleh pihak lain



		

		

		

		



		Pasal 42

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 43

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 44

		

		:

		Pengasuransian Barang Daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan Daerah


Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama



		

		

		

		



		Pasal 45

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 46

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 47

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 48

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 49

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 50

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 51

		ayat (1)

		:

		Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat



		

		

		

		



		Pasal 52

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 53

		

		:

		Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap Barang Daerah sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten


Barang milik Daerah adalah barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, yang dinilai adalah Barang Milik/Dikuasai yang mempunyai nilai 



		

		

		

		



		Pasal 54

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 55

		ayat (1)

		:

		Penilaian Independent adalah lembaga independent eksternal professional yang berkualifikasi, bersertifikat serta memiliki tenaga ahli di bidang penilaian aset  yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, seperti Departemen Keuangan, Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia (MAPPI), Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) 


Penilai internal adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Tim Penilai berkualifikasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah 


Tim Internal terdiri dari Pejabat/Staf yang terkait di bidang tugasnya. 



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas 



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas 



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas 



		

		

		

		



		Pasal 56

		ayat (1)

		:

		Yang dimaksud dapat dihapus dari daftar inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah / standar akuntansi barang yang berlaku



		

		ayat (2) 

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair 



		

		

		

		



		Pasal 57

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2) 

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 58

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2) 

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 59

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2) 

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4) 

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 60

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 61

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2) 

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 62

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 63

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 64

		ayat (1)

		:

		Yang dimaksud berlebih adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan Unit Kerja/Satuan Kerja



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 65

		ayat (1)

		:

		Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Dan Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah dan kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan



		

		ayat (2)

		:

		Pengertian dapat dijual, bukan diartikan harus bisa tetapi bisa ya atau tidak tergantung pada tersediaanya kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas 



		

		

		

		



		Pasal 66

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 67

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 68

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 69

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 70

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 71

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 72

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 73

		ayat (1)

		:

		Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalam bentuk uang nilai lebih besar dari harga penaksiran, dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 74

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 75

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 76

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 77

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 78

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 79

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 80

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 81

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 82

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 83

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 84

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 85

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 86

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 87

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 88

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 89

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 90

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 91

		

		:

		Cukup jelas



		Pasal 92

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Kepala Unit Kerja / Satuan Kerja melakukan pengawasan terhadap bawahan yang mengelola Barang Daerah dan kepanitiaan yang mendukung pengelolaan Barang Daerah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku



		

		

		

		



		Pasal 93

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		Pasal 94

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 95

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 96

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 97

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas 



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 98

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Bagian Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum professional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari Bupati



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 99

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (4)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (5)

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 100

		ayat (1)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (2)

		:

		Cukup jelas



		

		ayat (3)

		:

		Cukup jelas



		Pasal 101

		

		:

		Cukup jelas



		

		

		

		



		Pasal 102

		

		:

		Cukup jelas



		Pasal 103


Pasal 104

		

		:


:

		Cukup jelas

Cukup jelas
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